Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

R: 22/G/2010.PTUN-PTK

"DEMI KEADRAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, meamutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

perkara antara ;

HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  Swasta,
bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03,
Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya
beralamat di Gang Agustus No0.56 RT. 56 RW.XVIII
Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota

Singkawang) ;

Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH
dan  FATKHURRAHVAN, SH. keduanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di
Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN' Jalan
Imam Bonjol Kompleks Martapura |l Blok C No.1-2 Kota
Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal
07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai
pihak; PENGGUGAT ;—

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, Berkedudukan di Jalan
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Alianyang Nomor 25, Kota Singkawang. Dalam hal

DirektorPudiaihdiaisam a9 KL R /apP ik spdpnesia

putusan.mahkamaha ung.gro.id ) i
320-41-2010" Tanggal 14 Juli 2010 memberikan kuasa

kepada :
1. Nama : HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH., ;

Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

2. Nama : DORINA HARTANIA, SH. ;
--------------- Jabatan : Kasubsi Perkara

pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;
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Wilih alamat -pada— kantor Pertanahan
Direktofi?Butd'S&if\idh katHiah AGOYFGIREPTHIiR InPéhesia

putusan.mahiGkaMIthg §6/NJUtnya disebut sebagai pihak
TERGUGAT ;

2. Pr. UM PO HIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tgl.Lahir
Singkawang, 8 Juli 1945, Pekerjaan Rumah Tangga,
Alamat Jalan Firdaus No. 75 Kelurahan Pasiran,

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ;

Dalam hal ini memilih  tempat kediaman hukum
(domicili) di kantor Kuasanya Advokat BAMBANG
SETIADI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Pemuda
No.51, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang. Berdasarkan  Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai
pihak ;

- TERGUGAT Il INTERVENSI; - -------

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT TELAH MBVBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 22/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 22 Juni 2010, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang  memeriksa, memutus  dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara

biasa ;

0. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
22/Pen/PP/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 29 Juni 2010, Tentang
Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara

fersebut ; ----c----cccne e a Y-SR - - - - -

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
06/Pen/HS/G/2010.PTUN.PTK, Tanggal 15 Juli 2010, Tentang Hari
Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara

tersebut ;
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3. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor :

@ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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Permohonan Intervensi atas nama Pr. UM PO HIAN dan diduduldcan

sebhHiekigup £ utugsan/Mahkamah Agung Republik Indonesia

@ 4] putusan. mahkamahagun? go.id
_) Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti ;

1. Berkas Perkara ;

2. Surat- surat bukti ; ----------aaooo it

1. Keterangan para pihak ;
0. Keterangan saksi- saksi ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat

sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2010, Gugatan mana
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada tanggal itu juga, dibawah Register Perkara Nomor :
22/G/ 2010.PTUN-PTK ;

Bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim
telah melakukan  Pemeriksaan Persiapan balk terhadap pihak

Penggugat maupun pihak Tergugat ; -

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim
telah menyarankan  kepada Penggugat untuk  memperbaiki Surat
Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan
kepada Pengadilan pada tanggal 15 Juli 2010, yang pada pokoknya

mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat

Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tengah, Kota Singkawang, tanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO

Adapun yandHiienj aBuratl akbor Péiogguze®9 rreobajrukatagggatianlBniJdrenaeda®009, Luas
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14,335 M,
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.
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1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SertipNcat Hak Ralik Nomor

2 SPiPRR IRI9PA t & APP VR h kRRT afi 2A g3y WP itk dp@8nesia
- ukyiaiisdH asahlenddhaddrip§o M (empat belas ribu tiga ratus tiga
puluh lima meter persegi), Surat Ukur No.2399/Roban, tanggal 13

Januari 2009 ;

2. Bahwa tanah-tanah yang diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 / Roban, tanggal 12
Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN adalah merupakan sebagian
dari tanah milik Penggugat yang diperoleh oleh Penggugat karena
tanah tersebut adalah merupakan tanah peninggalan orang tua
Penggugat yang bernama TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN pada
tanggal 21 Januari 1999. Dan luas tanah yang diperoleh Penggugat
dari orang tua Penggugat secara keseluruhan adalah 3,32 ha (tiga

koma tiga puluh dua hektar) atau 33.200 M; —

3. Bahwa para Penggugat baru mengetahui sebagian tanah milik Penggugat
telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban,
tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN, luas 14.335
M, Surat Ukur No. 2399 / Roban, tanggal 13 Januari 2009, yakni
pada saat Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya Sdr. ARRY
SAKURIANTO, SH. mengajukan permohonan sertipikat kepada Kantor
Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 23 Maret 2010, dengan

kronologis sebagai berikut

3.1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 Penggugat telah memberi
kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau
mensertipikatkan tanah milik Penggugat dengan ukuran luas
tanah secara keseluruhan 3,32 ha (33.200 M) yang terletak
di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang. Namun pengurusan yang dilakukan Sdr. TJUNG SW
SEN tidak membawa hasil dengan tanpa ada alasan yang jelas,
sehingga pengurusan tersebut tidak diteruskan oleh Sdr. DUNG
SIU SEN ;
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3.2. Bahwa karena Sdr. TJUNG SIU SEN tidak berhasil mengurus

Difgkty IR Putiiedn MEERAMaRPRgSAY RENUDIRIEEnesia
putU@H%hk@ﬂ%HéﬂunE?@é@& Sdr.  ARRY SAKURIANTO, SH. untuk
melanjutkan pengurusan sertipikat
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hak mink untuk dan atas nama Penggugat HON MIN FONG. Dan

Dip&kt otd" PUMERS & {RANCarrfahP&Elieng” REH bTERPRRI nesia

putsesh pikiatanhikaguiglkgodtas nama Penggugat diajukan ke Kantor

Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 3 Februari 2010 ;

3.3. Bahwa selanjutnya dengan melalui petugas ukur dari Kantor
Pertanahan Kota Singkawang, tanah milik Penggugat yang
dimohonkan sertipikat tersebut telah dilakukan pengukuran.
Namun pada saat akan dilakukan pembukuan atau penelitian
administrasi di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Sdr.
ARRY SAKURIANTO, SH. mendapat jawaban dari Kantor
Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 23 Maret 2010,
bahwa tanah vyang dimohonkan tersebut sebagian telah
diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban atas nama
LIM PO HIAN, yakni dengan ukuran 14.335 M,

4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 06 Mei 2009 Penggugat pernah
member' kuasa kepada Sdr. TJUNG SIU SEN untuk menguruskan atau
mensertipikatkan tanah milik  Penggugat yang terletak di
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
Karena pengurusan sertipikat yang dipercayakan kepada Sdr. TJUNG
SIU SEN tidak membawakan hasil, maka untuk meneruskan
pengurusan sertipikat atas tanah Penggugat tersebut, Penggugat
meminta bantuan kepada Sdr. ARRY SAKURIANTO, SH. Namun ternyata
permohonan sertipikat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut
oleh Tergugat, setelah dilakukan pengecekkan pada Kantor
Pertanahan Kota Singkawang, ternyata sebagian tanah Penggugat
dengan ukuran luas 14.335 M telah diterbitkan Sertipikat Hak
Milik No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN ;

5. Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.
4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN tersebut adalah merupakan
tanah yang yang dikuasai secara turun temurun dari almarhumah

nenek Penggugat yang bernama BONG THEN MOEIl. Dan tanah tersebut
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telah dikuasai oleh almarhumah BONG THEN MOEIl sejak Tahun 1964
- beIppalken rPyrai t ipaiasmalieRAmM ‘AP &g uMiR™epublik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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No. 2889/BU. Kemudian tanah dengan ukuran Was 3,32 ha tersebut

o telah djserahkan oleh al 'THEN I\/OE kepada P .
Irektori _utusann]\%alh mah A E) BIik IfGonesia
i %Eutm.m%lpdmah%ﬂgawlg dan TJONG TJHONG PHIN (ayah

penggugat) dengan berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 16

April 1977. Selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh Pr. TJONG
SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN kepada Penggugat tanggal 21 Januari
1999 ;

6. Bahwa setelah Pr. TJONG SAK LAN (bibi penggugat) dan TJONG TJHONG
PHIN (ayah penggugat) mendapat penyerahan dari almarhumah Pr.
BONG THEN MOEI (nenek penggugat) tanggal 6 April 1977, maka oleh
Pr. TIJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN tanah tersebut disewakan
kepada DJONG DJUNG KUl selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal 12 April 1977 sampai dengan tanggal 12 April 1982 dengan
harga sewa sebesar Rp. 156.000 (seratus lima puluh enam ribu
rupiah). Hal ini disebabkan karena sebelumnya oleh almarhumah
BONG THEN MOEI (nenek penggugat) tanah tersebut telah pernah
disewakan juga kepada DJONG DJUNG KUI. Dan sepengetahuan
Penggugat tanah yang diperoleh karena mendapat penyerahan dari
bibi dan ayah Penggugat tersebut belum pernah diperjual belikan
kepada LIM PO HIAN atau kepada siapapun. Karena selama ini
sebagian tanah milik Penggugat tersebut dengan ukuran luas 14.335
M telah Penggugat sewakan kepada anak laki- laki almarhum DJONG
DJUNG KUI yang bernama DJONG THIAM SIN dengan harga sewa pertahun
Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan sebagian tanah milik
Penggugat lainnya disewakan—Penggugat—kepada—anak—DJONG DIJUNG KUI
yang bernama DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM dengan harga
sewa pertahun Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Dan
terakhir pada Tahun 2008 Penggugat masih menerima uang sewa dari
anak laki- laki almarhum DJONG DJUNG KUl yang bernama DJONG
THIAM SIN sebesar Rp. 400.000, sedang uang sewa Tahun 2009 dan
2010 belum dibayar oleh DJONG THIAM SIN kepada Penggugat. Sedang
DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM masih tetap membayar uang
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sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000 per tahunnya ;
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7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara

J berinaelSeoipiRaitusan MWiah kison a4asA\ gu rigoRe putahdodhdienesia

2/ Felr{iasian P0BoK P& adiaita9ONA PO HIAN dengan luas 14.335 M, Surat

ukur No. 2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009 adalah merupakan
tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sesuali
dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah
diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Dan tindakan Tergugat tersebut sangat
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan azas- azas
umum tentang pemerintahan yang baik, terutama  "Azas
Kecermatan", karena Penggugat belum pernah  menjual atau

menyerahkan tanah tersebut kepada LIM PO HIAN atau kepada siapapun.

Oleh karena itu keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat
Hak Milik No. 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, luas
14.335 M, Surat Ukur No0.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009
atas nama LIM PO HIAN vyang diterbitkan Tergugat sudah

sepatutnya dinyatakan batal dan / atau tidak sah ; -----------

8. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Sertipikat Hak Milik No. 4556 / Roban tertanggal 12 Februari
2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh Tergugat, luas
14.335 M, Surat Ukur No.2399 / Roban tanggal 13 Januari 2009
adalah dinyatakan batal atau tidak sah, maka merupakan
konsekwensi hukum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat segera
mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik
Nomor : 4556 / Roban tertanggal 12 Februari 2009, atas nama LIM
PO HIAN luas 14.335 M, Surat Ukur No0.2399 / Roban tanggal 13
Januari 2009. Dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat

untuk memproses dan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama
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Penggugat HON MIN FONG ;
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ebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar

sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan

memutuskan dengan amar
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@2 Menyatakan atau aha Negara
" putusan. mahkamahagung go.id

-/ berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4556 / Roban tertanggal 12
Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh

Tergugat, luas tanah 14.335 M (empat belas ribu tiga ratus tiga
puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.2399 / Roban
tanggal 13 Januari 2009 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 / Roban tertanggal
12 Februari 2009, atas nama LIM PO HIAN yang diterbitkan oleh
Tergugat, luas tanah 14.335 M (empat belas ribu tiga ratus tiga
puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.2399 / Roban
tanggal 13 Januari 2009 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik

terhadap tanah sengketa dalam perkara ini dengan ukuran luas

14.335 M (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter
persegi) yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tengah, Kota Singkawang atas nama Penggugat HON MIN FONG ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban
dalam Surat Jawaban tertanggal 5 Agustus 2010, dengan mengemukakan
hal- hal sebagai berikut

. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan
oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara
tegas ;

2. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, dikarenakan
gugatan a quo seharusnya diajukan dan ditujukan kepada

Pengadilan Negeri, dimana fokus perkara ini lebih kepada

raw A 1. nL e 0%dt Ch ILO% «OT, le 0.1:1 . oA 1 400 111 oo oo
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‘} Tergugat mohon supaya gugatan a quo ditolak setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan
untuk mengajukan gugatan, karena secara fisik Penggugat tidak
menguasainya tanah yang menjadi obyek perkara dan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian,
pada pasal 3 ayat 1 berbunyi "Pemilik tanah pertanian yang
bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam
jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada
orang lain di kecamatan tempat letak tanah is atau pindah ke
kecamatan letak tanah tersebut". Oleh karenanya secara hukum
Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan

gugatan ; ------------

4. Bahwa gugatan ini seharusnya tidak diterima dikarenakan
berdasarkan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara". Dimana pihak Penggugat dan pihak LIM PO
HIAN telah melakukan mediasi di Kelurahan Roban Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk menyelesaikan masalah
tersebut pada tanggal 19 Oktober 2009. Oleh karena tersebut

gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal- hal yang
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;.-;_,_dorb&gggg&ngﬂ(@ﬁgwn§gmglkat Flak Milik Nomor 4556/Roban

atas nama WA PO HIAN telah sesuai dan melalui proses yang
benar dan tidak mebnggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;- ----------------

Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh)
adalah sangat mengada-ada dan sama sekali tidak benar karena
tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4556/Roban atas nama
LIM PO HIAN dengan Iluas 14.335 M, Surat Ukur Nomor
2339/Roban/2009, tanggal 13 Januari 2009 tersebut telah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan
dengan sangat teliti dan cermat, sehingga bukan merupakan
perbuatan yang melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik
khususnya "Azas Kecermatan", sehingga perbuatan tersebut
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik
khususnya Azas Kecermatan sehingga perbuatan tersebut tidak
memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat selebihnya dalam positum
gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu

oleh karena dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan
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atas positum Penggugat dimaksud dan terbukti dalil- dalil
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~ petitum gugatannya ;
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Badasarkan hal- hal yang bdah cfimraNcan Maasonaka Tergugat dengan ini
honn meTLt er ini .
amgﬁw%ung Efe%ukgrl?k Indonesia

0. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan
hukum ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
--------------- - DALAM POKOk PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; -----------------

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan
perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak  Milik No.
4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN dengan Surat Ukur Nomor
2399/Roban/2008 tanggal 13 Januari 2009 seluas 14.335 M
adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku ; ----------------

4. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik
No. 4556/Roban, atas nama LIM PO HIAN dengan Surat Ukur
Nomor 2399/Roban/2008 tanggal 13 Januari 2009 seluas 14.335 M

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil -
adilnya;
Meni nbang , bahwa pi hak Penggugat dan pi hak Tergugat atas

Tohonan | ntervensi tersebut tel ah nmenanggapi nya secara |isan di nuka
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Menimbang ,bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini,

_ Penoaghigial t SYRP U TR M aPtiéam SRR g REPEHTik INB®nesia
Y Eks/tvdv BINANK2RA3Raguterganggal 26 Juli 2010 atas nama Pr. LIM
HIAN pada tanggal 29 Juli 2010 ; —
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tidak keberatan Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak

Rirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim

pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010 telah menjatuhkan Putusan

Sela Nomor :
Intervensi

Intervensi

Tergugat

22 /G/2010.PTUN.PTK. Tentang Dikabulkannya Permohonan

atas nama UM PO HIAN dan didudukkan sebagai Tergugat 11

dalam perkara ini ;

terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak

Intervensi dimuka persidangan juga telah mengajukan Eksepsi

dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 5 Agustus 2009, dengan

mengemukakan hal- hal sebagai berikut

A. DALAMEKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan

0.

Disclaimer

Penggugat,

kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kwalitas/Kompetensi dan Kepentingan
Hukum dalam mengajukan Gugatan Terhadap Obyek Sengketa ;

Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan keras terhadap
dalil- dalil posita gugatan angka ke-2 (dua) dank ke 5 (lima),
dimana Penggugat mengaku bahwa sebagian tanah yang diperoleh
peninggalan orang tuanya yang bernama TJONG SAK LAN dan
TIJONG TJHONG PHIN pada tanggal 21 Januari 2009 telah terbit
Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556/Roban tanggal 12 Februari 2009
LIM PO HIAN adalah tidak beralasan hukum sama sekali karena
tidak didukung oleh bukti- bukti administrasi yuridis yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan atau sangat Ilemah

mengenai hak kepemilikannya secara administrasi hukum ;

Bahwa seperti kita ketahui berdasarkan bukti- bukti yang didapat
saat musywarah penyelesaian sengketa tanah warga

RT.057/RW.12 antara Tergugat Il Intervensi dengan perwakilan
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Penggugat yang diwakili oleh TJUNG SIU SEN dan DJONG SE THIAM
p@é"gtanéggneﬁqﬂdgyt@@@n Mahkamah Agung Republik Indonesia
- L
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Lurah llobass MASAN NASIRUDDIN, SH, RPM Kelurahan Roban SUDINO,

% P HEK QG it san, Mahkamah faungRepHpik dngdonesia
v putusan.mahkamahagung.go.id
~ didapatkan pernyataan bahwa BONG THEN MCEl telah meninggal dunia

pada tanggal 25 Desember 1948. Dengan demikian surat penyerahan
tertanggal 16 April 1977 adalah tidak sesuai dengan kondisi BONG
THEN MOEI yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1948, dengan
kata lain bahwa surat penyerahan tertanggal 16 April 1977
dibuat palsu, karena BONG THEN MOEI telah membubuhkan cap
jempol pada tanggal 16 April 1977 (saat menyerahkan tanah)
sedangkan BONG THEN MOEI meninggal dunia pada tanggal 25
Desember 1945 ;

Selain daripada itu terdapat fakta hukum yang berupa kwitansi
pembelian tanah tertanggal 26 Juli 1967 antara Alm. DJONG THIAN
FUlI (suami dari LIM PO HIAN) selaku pembeli dan DJONG THAI BOEI
selaku penjual tanah (kakek Penggugat) tanah seluas + 3,32 Ha
yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang,
Kabupaten Sambas (dahulu) sekarang Kelurahan Roban, Kecamatan
Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan menyerahkan
seluruh bukti hak kepemilikan vyaitu Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Kalbar Nomor : 30/KPHS/TK?1964 tertanggal 29
Juni 1964, Hak Pakai No. 2889/BU ;

Fakta lainnya yang diakui oleh Penggugat bahwa is nya adalah
cucu dari kakeknya vyaitu DJONG THAI BOEI berdasarkan bukti
surat tertanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh Penggugat
dengan mengatasnamakan cucu dari BUN THEN MOElI dan TJONG THAI
BUI perihal Permohonan Pembiokiran Hak a.n Pr. LIM PO HIAN yang

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta yuridis tersebut
diatas sudah jelas dan terang bahwa gugatan patut di tolak

atau tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai
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meninggal pada tanggal 25 Desember 1948. Dengan demikian untuk

selanjutnya surat penyerahan tertanggal 21 Januari 1999 dari

TIONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (Bibi dan Bapak

Penggugat) kepada Penggugat dengan sendirinya tidak

mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti hak kepemilikan ;

3. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa melebihi waktu 90
(Sembilan Puiuh Hari) ;

Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan keras terhadap dalil-
dalil osita gugatan angka ke 3 (tiga) dank e 4 (empat), yang
menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa
telah bersertipikat SHM No. : 4556/Roban tanggal 12 Februari
2009 a.n UM PO HIAN sejak Penggugat mengajukan permohonan
sertipikat pada tanggal 23 Maret 2010 melalui kuasa hukumnya
ARRY SAKURIANTO, SH. adalah fakta tidak benar :

Bahwa seperti diketahui secara runut waktu, dan diakui oleh
Penggugat didalam posita gugatannya angka ke 3.1 bahwa pada
tanggal 6 Mei 2009, Penggugat telah memberikan kuasa kepada
Sdr. TJUNG SIU SEN untuk mengurus atau mensertipikatkan obyek
sengketa yang terletak di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang. Dan berdasarkan surat kuasa tersebut
Sdr. TJUNG SW SEN dan DJONG SE THIAM mewakili  Penggugat
terhadap penyelesaian terhadap obyek  sengketa dalam
musyawarah yang diadakan di Kantor Lurah Roban pada hari Senin
tanggal 19 Oktober 2009 dengan masing- masing pihak membawa
seluruh  bukti bukti  kepemilikan termasuk bukti kepemilikan
Tergugat 1l Intervensi dan bukti Penggugat (termasuk salah satu
bukti yang dibawa dan diperlihatkan adalah Sertipikat Hak Milik
Nomor : 4556/Roban, tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO HIAN ).
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Kemudian setelah itu Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009
telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Singkawang Perihal : Permohonan Pemblokiran Hak A.n Pr. LIM PO
HIAN yang isinya menyatakan selaku ahli waris dari BUN THEN
MOEI dan TIJHONG  THAI BUI merasa keberatan atas
penerbitansertipikat Nomor : 4556/Roban/2009 a.n LIM PO HIAN.
Dengan demikian berdasarkan waktu, "secara kasuistis" bahwa
Penggugat telah mengetahui sejak tanggal 26 Oktober 2009 obyek
sengketa telah bersertipikat. Dengan berdasarkan fakta hokum
dan bukti yuridis tersebut diatas gugatan yang diajukan oleh
Penggugat "telah kadaluwarsa (lewat waktu)" melanggar dan | atau
bertentangan dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh
Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Jika dihitung waktu mulai dari tanggal 26 Oktober
2009 (secara kasuistis) s.d di ajukannya gugatan tanggal 16 Juni
2010 maka gugaan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu

selama 160 Hari (8 bulan) ; -

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta yuridis tersebut
diatas sudah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat telah lewat
waktu (kadaluwarsa), maka gugatan Penggugat patut di tolak

atau tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan dalam eksepsi agar dianggap
dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam pokok perkara ;

0. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka ke 2 dan ke 5 yang
menyatakan bahwa penerbitan SHM No. 4556/Roban tanggal 12 Februari
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atau 33.200 MW adalah fakta yang tidak benar yang perlu

dibuktikan kebenarannya :
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_j;.-_..r_f;f"'adaloah kakek dari Penggugat, dimana pada 25 Desember 1948 BONG

THEN MOEI (nenek Penggugat) meninggal dunia. Kemudian oleh
DJONG THAI BOEI (kakek Penggugat) tanah vyang diperoleh dan
dimiliki semasa perkawinan seluas + 3,2 Ha yang terletak di
Kampung Roban, Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas (dahulu)
sekarang di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang telah di jual oleh DJONG THAI BOEI (kakek
Penggugat) kepada DJONG THIAN FUI (suami dari LIM PO HIAN /
Tergugat |l Intervensi) dengan berdasarkan kwitansi pembelian
tanah tertanggal 26 Juli 1967, dengan menyerahkan dan memberikan
bukti hak kepemilikan berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria Kalbar Nomor 30/KPHS/TK/1964 tertanggal 29 Juni 1964, Hak
Pakai No. 2889/BU ;

Dengan beralihnya hak kepemilikan dari DJONG THAI BOElI (kakek
Penggugat) kepada DJONG THIAN FUI (suami dari Tergugat H Intervensi
sejak Tahun 1967 maka segala benda, tanam tumbuh maupun bangunan
yang berada diatasnya dikuasai oleh suami Tergugat Il Intervensi

hingga sekarang ini ;

Kemudian disekitar pada bulan Oktober Tahun 2002 DJONG THIAN
FUI meninggal dunia dan selanjutnya penguasaan tanah yang dimiliki
sejak Tahun 1967 telah beralih kepada ahli warisnya yaitu LIM
PO HIAN / Tergugat I Intervensi  diajukanlah  permohonan
sertipikat sehingga telah terbit SHWM No. 4556/Roban/2009 (sebagian
tanah seluas + 1,4 Ha), sedangkan sisanya tidak bisa

disertipikatan karena merupakan kawasan lindung ;

Bahwa seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi
penyerahan antara BONG THEN MOEI (nenek Penggugat) kepda TJONG
SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (Bibi dan orang Tua Laki
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keterangan saksi- saksi TJUNG SIU SEN dan DJONG SE THIAM
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Kantor ReMahan Roban Singkawang yang dhadiri dan ditandatangani

kekdH GG PUtURRD M@M@m@m&ﬂungﬁ@p%ﬁ# Indanesia

puc putusan. mahkamahal__gkﬂ\ﬂg .
] NASIRUDDIN Kelurahan Roban SUDINO, dan Babin

Kamtibmas Kelurahan Roban Bripda AMIR SAEPUDIN pada saat
musyawarah sengketa tanah warga RT.57 / RW.12 Kelurahan Roban.
Selain daripada itu di Batu Nisan kuburan Alm. BONG THEN MOEI juga
tertulis huruf mandarin yang diartikan bahwa alm. BONG THEN
MOEI meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1948 ;

Dengan demikian surat penyerahan tertanggal 16 April 1977
antara BONG THEN MOEI (nenek Penggugat) yang menyerahkan tanah
kepada TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (bibi dan orang
tua Penggugat) tidak bersesuaian dan dibuat palsu karena adalah
hal yang tidak mungkin apabila orang yang sudah meninggal
dunia pada tanggal 25 Desember 1948 melakukan penyerahan
tanah dengan membubuhkan Cap Jempolnya pada tanggal 16 April
1977 ; -------

Selain daripada itu surat penyerahan tertanggal 21 januari 1999
yang dibuat oleh TJONG SAK LAN dan TJONG TJHONG PHIN (bibi
dan orang tua Penggugat) kepada Penggugat juga tidak mempunyai
kekuatan mengikat karena dibuat atas alas hak yang tidak benar
dan palsu, dengan demikian seluruh apa yang didalilkan oleh
Penggugat patut ditolak dikarenakan Penggugat tidak mempunyai
kepentingan hukum atas tanah yang telah dikuasai dan dimiliki

oleh Tergugat 11 Intervensi sejak Tahun 1967 ; -------

Bahwa sebagian dalil- dalil Penggugat pada angka ke 3.1 (tiga
titik satu) dank e 4 (empat) yang menyatakan bahwa Sdr. TJUNG
SIU SEN berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2009 melakukan
pengurusan pengajuan permohonan pensertipikatan tidak membawa
hasil dengan alas an tidak jelas adalah dalil yang tidak

benar ;
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Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah demikian,
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seBgﬁ%?ﬁ?/'g]qg‘fgﬂ]apﬁ’lﬁ@ga%'iidfakta kepemilikan tanah seluas + 3,2
Ha, yang sebagian telah bersertipikat Nomor : 4556/Roban/2009 +

14.335 M yang telah dimiliki oleh Tergugat 11
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Intervensi yang criperoleh dan peninggal waris Alm. DJONG THIAN
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" tanggal 19 Oktober sepertl sanggahan yang dipaparkan oleh

Tergugat Il Intervensi pada angka ke 2 Pokok Perkara diatas
yaitu pada saat pertemuan musyawarah tertanggal 19 Oktober 2009
yang dihadiri oieh Sdr. TJUNG SIU SEN sebagai salah satu wakil
dari  Penggugat. Kemudian oleh Sdr. TJUNG SIU SEN hasil
pertemuan musyawarah tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat mengenai seluruh kepemilikan dan penguasaan tanah
serta sebagian tanah tersebut telah bersertipikat Nomor

4556/Roban/2009 milik Tergugat Il Intervensi, dan berdasarkan
hasil  musyawarah tersebut tidak lama kemudian berselang 7
(tujuh) hari Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 telah
mengajukan surat permohonan pemblokiran Hak a.n Pr. LIM PO HIAN

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang ;

Bahwa setelah mengetahui fakta hukum sebenarnya bahwa tanah
tersebut telah beralih kepemilikannya dari DJONG THAI BOEI (kakek
Penggugat) kepada DJONG THIAN FUI (suami dari LIM PO HIAN / Tergugat
Il Intervensi) dan surat penyerahan tertanggal 16 April 1977
yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kematian Alm. BONG
THEN MCEI (nenek Penggugat) pada tanggal 25 Desember 1948 maka Sdr.
TIJUNG SIU SEN mengundurkan diri untuk  mengurus  permohonan
sertipikat yang dikehendaki oleh Penggugat. Dengan demikian apa
yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Sdr. TJUNG SIU SEN tidak
ada kejelasan tanpa alas an tidak meneruskan permohonan pengurusan

sertipikat adalah tidak benar dan mengada-ngada ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka ke 6
(enam) dengan tegas di tolak oieh Tergugat Il Intervensi
karena fakta hukum mengenai subyek dan obyek hukum sewa menyewa

adalah tidak benar sesuai dengan bukti- bukti yang ada. Bahwa

-a.. e A .%V L1100 AL oL e
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1998 mereka pindah tempat tinggal ke daerah Pasiran yang cWasakan 4
sia

i) | BRKH Qe ! THER@ DDA 2 s AN 3 DG U ek iR SRR A NELRIN

U P URRATANAKRMangguNGac-d hioNG THIAN FUI pernah  mengalami

peristiwa dirampok harta bd,,, ;

Dan sejak Tahun 1998 Alm. DJONG THIAN FUI menyuruh kedua adiknya
yaitu DJONG HIE THIAM alias DJONG SE THIAM dan DJONG THIAM SIN
untuk menjaga dan bertempat tinggal tanah miliknya hingga saat

sekarang ini ;

Bahwa apa yang didalilkan bahwa orang tua DJONG HIE THIAM alias
DJONG SIE THIAM dan DJONG THIAM SIN bernama DJONG DJUNG KUI
adalah orang lain dan bukan nama orang tua mereka sebenarnya.
Menurut bukti kartu keluarga No. 6172011202071562 a.n Kepala
Keluarga DJONG THIAM SIN yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari
2010 bahwa nama orang tua laki DJONG THIAM SIN adalah NG NJIN
KUl  bukan DJONG DJUNG KUI seperti yang didalilkan oleh
Penggugat ;

Selain daripada itu obyek tanah yang disewakan juga tidak sesuai
dengan letak tanahnya seperti yang tertera didalam surat
perjanjian tanggal 20 April 1977 antara TJONG SJAK LAND dan TJONG
TIJHONG PHIN kepada DJONG DJUNG KUI pada point angka 1 (satu) yaitu
di RT XI/RK.XI, sedangkan letak tanah milik Alm. TJONG THIAN

BOEI (suami  Tergugat I Intervensi) terletak di wilayah
RT.57/RW.XIl. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa
seluruh yang dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut pada

posita angka ke 6 (enam) tidak sesuai dengan fakta hukum dan

bukti- bukti yang ada ; -----------

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka ke 7 dan ke
8 adalah tidak beralasan dan di tolak keras oleh Tergugat I
Intervensi yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat merasa

dirugikan dan obyek sengketa belum pernah dijual kepada Tergugat
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Il Intervensi atau kepada siapapun sehingga penerbitan SHM No.

), 45E{RoRATIZIM Uas Al NG HHENT kA geswri Renganb AR Mad @hesia
* Tahutusaoomahkatamtag Pegdidtidran Tanah dan Azas Kecermatan telah

terbantah oleh bukti- bukti dan fakta hukum yang telah di dalilkan
diatas dan tidak perlu Tergugat |l Intervensi jabarkan

lebih lanjut ; ---------
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Dengan demotion segala bantahan-bantahan Tergugat Il Intervensi

- tel2dbeK IO BhATAt USRI Mahkamahat g agkemubléindgnesia

" ,f, S u o.id
B 45BBIREPA /"i%@“o*ieﬂ Bhdan “Pertanahan Nasional Kota Singkawang

selaku Tergugat untuk patut dipertahankan dan sah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat Il

Intervensi parkan diatas maka dengan hormat kepada Majelis Hakim

agar sudi kiranya mutuskan hal- hal sebagai berikut

ALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat Il Intervensi ;

*Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidak-
tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ; -------- ALAM POKOK PERKARA ;

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak- tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan bahwa SHM No. 4556/Roban/2009 sah memenuhi prosedur

administrasi didalam Peraturan Pemerintah No. 24
Il Intervensi

syarat- syarat
Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat

merupakan pemilik yang sah atas SHM No. 4556/Roban/2009 a.n LIM PO

HIAN seluas + 14.335 M yang terletak di RT. 57 / RW. 12

Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang

Tmm e mla [ o

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat sena Eksepsi dan

Jawaban Tergugat Il Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat dimuka

persidangan telah mengajukan Replik dalam satu surat Replik
tertanggal 12 Agustus 2010, sebagaimana terlampir dalam berita
tersebut diatas, pihak Tergugat dan pihak Tergugat |l Intervensi di nuka persi dangan nmasin
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acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada

,@éygaﬁrrraldosrénﬂmusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia
-3

putusan.mahkamahagung.go.id
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plik dalam surat Dupht masing-rna sing tertanggal 19 Agustus

OB IP PRI 4R T KEmEA A G AT KD aBRICTI G Resia
:_@:{_ asm%r&g_méﬂgg,}(}%ﬁa&ﬁ@ﬂg_d}ﬂaetap pada eksepsi dan jawabannya

semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat
telah engajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah
bermeterai cukup n telah dilegalisir, sehingga sah secara formal
sebagai alat bukti dan selanjutnya bed tanda bukti P.1, sampai
dengan P.8 serta telah dicocokkan ternyata sesuai ngan aslinya
kecuali bukti surat P.3, P.4 dan P.8 di foto copy dari foto copy,

kti- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut

P.1

Foto copy Surat Penyerahan, tertanggal 16 April 1977 ; —--
P.2Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 20 April 1977 ;

P.3 Foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 2889/BU, Luas 3,32 Ha.

Atas
nama Pr. Bong Then Moei, dengan lampiran Kutipan
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan
Barat Nomor 30/KPHS/TK/1964, tanggal 29-6-1964 ;

P.4 Foto copy bukti Pembajaran Hasil Tahun 1965, Surat

Perhitungan
Hasid Nomor Kohier 594/13106, atas nama Pr. Bong Ten Moi ;

P.5 Foto copy Surat pembanding yaitu Kwitansi tertanggal 27-7-

1974

dengan penggunaan Meterai Tempel Satu Rupiah ;
P.6 Foto copy foto keluarga dengan diatasnya ada tulisan
bahasa

cina;

P.7 Foto copy Daftar Pertanjaan Untuk Orang Asing Warga Negara
Tjina (RRT), tanggal 3 April 1968 ;

P.8 Foto copy Kwitansi tertanggal 26-7-1967 dengan penggunaan

Meterai Tempel Satu Rupiah tentang Ganti Rugi Satu Bidang
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Kebon Getah, Kelapa dan sebagainya yang tertetak diatas

Direktori Putusan Mahkarﬁ%'ﬁhAgung Republik Indonesia
putuéﬁ.‘r‘@aﬁqkﬁrﬁ%ﬁaﬁn@&&i&)erada di Roban Ketj. Singkawang Kab.

Sambas ;
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2 "R AT o t Y BN RARA KM SRY A EN PREPUD T iffO nesia
:@./I:cuk%tgsgﬁlﬁgh@yﬁgggduﬁgrg,o igehingga sah secara formal sebagai
" alat bukti dan lanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan

T.5 serta telah dicocokkan rnyata sesuai dengan aslinya, bukti-

bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:
T.1Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.4556/Kelurahan Roban,

Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 12 Februari 2009,
Surat Ukur No.2399/Roban/2008, Iluas 14.335 M atas
nama LIM PO HIAN ;

T.2 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Singkawang

Nomor SK : 520.1- 27-41.09- 2009, tanggal 05 Februari
2009, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Lim Po

Hian Atas Tanah Di Kota Singkawang ;

T.3Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor : 0005 / 2008,
NIB.14.09.01.01.02466, tanggall3-01-2008 ;

T.4Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 28 Nopember 2008 ;

T.5 <« Foto copy 1 (satu) berkas Warkah penerbitan
Sertipikat obyek sengketa / DAFTAR ISIAN 306

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, pihak
Tergugat Il Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah
dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan
selanjutnya diberi tanda bukti T.ILINVEN.1 sampai dengan T Il
INVEN.17 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya
kecuali bukti T.II.INVEN.11 di foto copy dari foto copy dan untuk
bukti T.Il1.INVEN.14 serta bukti T.ILINVEN 15 di foto copy dari foto

copy yang telah dilegalisir, bukti- bukti surat
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L. T.ILINVEN.1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.4556/Kelurahan .
,@E@ban[)lrektorl Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D putusan.mahkamaha un?.%o.id .
L Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 12 Februari

2009,
Surat Ukur No.2399/Roban/2008, luas 14.335 M
atas

ri.ftrinn 1 IM an HlAN
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T.I1LINVEN 7 :
T.11.I1NVEN 9 :
1319 / Pem, tertanngal 18 A%tlstus 201

0; ) .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
FotdusacopphkEwatagsng.gbeidtanggal  26- 7- 1967

5,

e
=
#

dengan penggunaan Meterai Tempel Satu Rupiah

tentang Ganti Rugi Satu Bidang Kebon Getah,
Kelapa dan sebagainya yang terletak diatas
tanah seluas 3.32 Ha yang berada di Roban

Ketj. Singkawang Kab. Sambas ; ---------

Foto copy Surat dari Tjong Thai Boei,
tertanggal 27 Mei 1966 Perihal Permohonan
untuk bisa mendapat Hak Pakai;

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria
Kalimantan Barat Nomor : 30/KPHS/TK/1964, tanggal
29- 6-
1964 ;

T.ILINVEN.6 : Foto copy (Gambar) Kutipan dari
Gambar HO. 4188/1944, terletak di
Kp. Roban, Ketjamatan Singkawang,

Kabupaten Sambas ;
Foto copy Batu Nisan Makam Alm. Bong Then Moei ;

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 01 /
MTLR-SKW/ VI11.2010 dari Majelis Tao Indonesia
Resort Singkawang ;- -

Foto copy Surat Terjemahan tulisan huruf
Mandarin yang tertera di Batu Nisan makam
Alm. Bong Then Moei kedalam huruf latin
oleh Majelis Tao Indonesia Resort

Singkawang ;
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0. T.ILINVEN. 10

R r &R ﬁtﬁcsaén A4iRama cF'ft%t\’%runag Republik Indonesia
2009, tentarm( awarah ga RT.057 / d
putlsan.ma ama agung.go.l

Lurah Roban ;

11. T.ILINVEN.11 : Foto copy Surat Hon Min
Fong yang diajukan kepada
Bapak Kantor Pertanahan Kota
Singkawang, Perihal
Permohonan  Pemblokiran  Hak
An. Pr. Urn Po Hian, tanggal
26 Oktober 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Foto copy Kartu ICeluarga No. 61720112UZnboz,

. . e o \*.*19)4 . .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUtLINVERNK3MaNEg S Jedpyd Swat pembanding yaitu Sertipikat Hak

Milik No. 49/Melayu/1973, tanggal 20 Agustus

s
15

% 4

I ”_'.. b

1973 yang menggunakan Meterai Rp.25,- (dua puluh

l[ima rupiah) ;
T.ILINVEN,14 : Foto copy Surat Pembanding yaitu Formulir Il Nomor
urut
7547/1962, tanggal 16 Januari 1962 ;
15. T.I1.INVEN.15 : Foto copy Surat Pembanding yaitu

Surat Kenai Lahir No. 6058/P.2 W.N, tanggal 1
Desember 1961 ;----------

16. T.ILINVEN.16 Foto  copy  Bukti Kewajiban
Pembayaran Surat Wajib Pajak NOP
61.72.720.001.041.0005.0 Atas nama Djong Thian Fui
dari Tahun 1994 sampai dengan 2010, tanah seluas
14.887 M, dengan lampiran foto copy Surat Tanda
terima Setoran (SITS) Tahun 2008 atas nama Djong

Thiam Fui ; --------
17. T.I1.INVEN.17 Foto copy Bukti Kewajiban
Pembayaran Surat Wajib Pajak NOP

61.72.720.001.043.0023.0 Atas nama Djong Thiel
Fui dari Tahun 1994 sampai dengan 2010, tanah
seluas 20.884 M, dengan lampiran foto copy Surat
Pemberitahuan Pajak  Terutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2006 atas nama Djong Thiam Fui

Bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 3
(tiga) orang saksi yang bernama 1. BONG KIM MIN 2. ARRY SAKURIANTO,
SH. dan 3. DJONG SE THIAM serta 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama
BUDI EFFENDI, SH., untuk selanjutnya telah memberikan keterangan

rvensi telah pul a mengaj ukan 4 (enpat) orang saksi yang bernama 1. ANDI BONG 2. SUDA
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dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita

acara[igeraori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pihak Tergugat tldak menggunakan haknya untuk mengajukan

saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu
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selengkapnya sebagaimana tennuat dalam berita acara sidang———— )
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pRakwa MAHKankRBAGAN dehenaran materiil dalam perkara ini Majelis
Hakim

hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 telah melakukan pemeriksaan
setempat

iokasi tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara
ini, hasil

riksaan setempat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam

acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak
sahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat Il Intervensi dimuka
idangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 13

Oktober 0, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;

Bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya diluar
idangan pada tanggal 25 Oktober 2010, sebagaimana terlampir dalam

berkas ara ;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu
yang uat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan

bagman ng tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon

putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUVNYA:

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya
perkara tersebut

diatas,; - - - - - - - - - - - - - - - - oo - o e m -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar objek sengketa
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Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan

& ;,us.n&%%%&o%f HUSEHR MARKRIA R N8 REAKRTKobgdpnesia

p putusan. mahkamahagun% go.id
~nama LIM PO HIAN,dengan Surat Ukur No. 2399/Roban Tanggal 13 Januari

2009, luas 14.335 nt. dinyatakan batal atau
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Sail Sena ClICaDUt, O en | elltigat MI | era nKitervei neuwonsra

sebelum memberikan jawabannK/la terhadap Rokok perkara ; _
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbapgy) . hahwarapbbglangitarik kesimpulan maka Eksepsi - eksepsi yang

jukan oleh Tergugat dan Tergugat |l Intervensi pada pokoknya adalah

sama

mempersoalkan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara
tianak dalam mengadili perkara a quo (absolut comptentie)
gugatan

ugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn), dan Penggugat
tidak

punyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (persona standi in

judicio) ;-

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi ebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana
yang termuat dalam

liknya Tanggal 12 Agustus 2010 ;- - - o smm s mm.non. snane. s sn. smse. s o

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hat yang sama maka terhadap
yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il Intervensi
dan ntahan pihak Pengugat terhadap eksepsi dalam pertimbangan hukum
ini tidak perlu diuraikan lagi karena telah termuat secara jelas

dalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dan Tergugat
dan Tergugat Il Intervensi, Maka Majelis Hakim terlebih

dahulu akan

mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai

L DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG
SECARA ABSOLUT DALAM MENGADILI SENGKETA INI  KARENA MENYANGKUT
SENGKETA KEPEMIL IKAN ;
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Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010

e RERKIOn Rutusan Mahkamah, fgung Republik Indonesia
' putusan. mahkamahagung go id
merupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketa

Administratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang
Peraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyek

sengketa dan posita gugatan;- ---
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I'1' M CHI UR= into U.rwai sns.

Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung antara kewenangan

1y B R S AL MANKAM AN AQHN g ReRuplK 'aggnesia

= putusan.mahkamahagung.go.id
etnikian jelis Hakim hanya akan menguji dan aspek Hukum

Administratif berkenaan gan apakah ada atau tidak cacat hukum
administratif dalam proses nerbitan- obyek sengketa Sertifikat
Hak Milik No. 4556/Roban, Kelurahan ban, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12 Februari atas nama LIM PO HIAN;

menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai ada tidaknya cacat
mnistratif atas obyek sengketa akan mempedomani ketentuan
Peraturan nteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 9 Tahun

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan ak Pengelolaan, hal ini didasari setelah memperhatikan dasar
penerbitan obyek sengketa sebagaimana terlihat dalam bukti T - 1 s/d
T - 4,adalah berasal dari pemberian hak atas tanah Negara

berdasarkan Keputusan kepala kantor pertanahan kota singkawang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) jo. pasal
107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, vyang dimaksud cacat hukum

administratif dalam penerbitan keputusan adalah

. kesalahan prosedur ; b. kesalahan penerapan perundang-

undangan ;- --------saa@ oo ...

. kesalahan subyek hak ;

d. kesalahan obyek hak ;
0. kesalahan jenis hak ;----------- f kesalahan

perhitungan luas ;

g.terdapat tumpang tindih hak atas
tanah ;---------------------
h.data fisik atau data yuridis tidak benar ;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



ekesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative ;

@ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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petenir o kENFIPURLAS AT WIAHK RfahPAR U rfg ‘ReguBiitesdghesia
:?}é_tenﬁhtusagtlg@tﬂ«hmal@&@]ab.go.iblerkenaan dengan adanya tumpang
m‘"""tindih ,bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah

diatas sebagian tanah Penggugat dan hal tersebut didalilkan telah
melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya
asas kecermatan, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan
(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9
Tahun

701

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentun petendi
dari gugatan Penggugat pada point 3 dan 7 serta petitum gugatan
Penggugat dihubungkan dengan pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kriteria
cacat hukum administrative dalam pasal 106 ayat (1) jo pasal 107
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka menurut Pendapat Mejelis
Hakim sengketa Perkara Nomor : 22/G/2010/PTUN-PTK adalah merupakan
sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut
Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kepemilikan

yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum ;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tesebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi yang mempersoalkan mengenai kewenangan Absolut adalah

tidak beralasan hukum

Lo meseee meses meme meseees *altab* woomMNOMOM

dan haruslah

Menimbang,bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi yang mempersoalkan gugatan yang diajukan

Penggugat telah melampaui tenggang waktu dipertimbangkan oleh
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%Je"l?)n'@l%'f’bﬂ’tputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t hk h
g eHﬁn”arrT]‘S‘, grrha 3 un I%Omenjawab apakah gugatan Penggugat yang

diajukan telah lampau waktu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55

Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang
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Disclaimer
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1111110m1115 IMILMERWIT . 7 wiPwwwWll W immunise w C

lan hukumyang perlu dijawab terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Statys, S2Ngguota tesRadam PRyskgsengketa;

Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang

tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara ;- - Secara kasuistis, kapan Penggugat dianggap telah

rnengetahui adanya obyek sengketa A quo ;

Menimbang,bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986

bagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 tahun
2004

nyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

bilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Sedangkan Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu
dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat- ----- dst

Menimbang, bahwa obyek sengketa / Sertifikat Hak Milik No.
4556/Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang Tanggal 12 Februari 2009 adalah atas nama LIM PO HI1AN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam
SHM NO.4556 maka status Penggugat terhadap objek sengketa adalah
sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata

Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Reg. Nomor : 5 IC/TUN/1992 tanggal 21 Januari
1993 ;- ---------
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. REg. NOomor

Z 41 K/TUN/LYY4 tanggal 1u Nopember 1994----------
0. Reg.

Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;

. Direktor] Putugan Mahkamah.Asie Brawblik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak Icedga yang tidak cktuju
ng oleh suatu Swat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan

;gf‘:;@?r@?tﬁ‘rigp’méﬁ” MaHKafian Ky iHg rEpa AR fHidonesia
etahuf Utusaan AfeHyaREPINY$4h dyang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut sejalan dengan
ketentuan lam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor : 2 Tahun 1991
angka V Point keyang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi

mereka yang tidak dituju

gikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalarn pasal 55
dihitung ra kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Usaha Negara dan mengetahui adanya

keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak penggugat didalam positum surat gugatan
pada gka 3 mendalilkan baru mengetahuinya secara pasti adanya
Sertipikat Hak Milik mor 4556 / objek sengketa yang diterbitkan
oleh Tergugat adalah pada Tanggal Maret 2010 setelah menerima

jawaban dari pegawai kantor pertanahan kota ngkawang ;

Bahwa Tergugat 11 Intervensi menolak terhadap dalil- dalil
posita gugatan ngka ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), yang menyatakan
Penggugat baru mengetahui hwa obyek sengketa SHM No. 4555/Roban

Tanggal 12 Februari 2009 a.n LIM PO HIAN sejak Penggugat mengajukan
permohonan sertifikat pada Tanggal 23 aret 2010 melalui kuasa
hukumnya Arry Sakurianto, SH adalah fakta tidak

benar;- ---------

bahwa pada Tanggal 6 Mei 2009 Penggugat telah memberikan
kuasa kepada  Sdr. TJUNG SIU SEN untuk  mengurus atau
mensertifikatkan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Roban
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Dan berdasarkan surat
kuasa tersebut Sdr. TJUNG SIU SEN dan DJONG SE TI- HAM mewakili
Penggugat terhadap penyelesaianterhadap obyek sengketa dalam

musyawarah yang diadakan di Kantor Lurah Roban pada hari Senin
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Tanggal 19 Oktober 2009 dengan masing-masing pihak membawa seluruh

_ buktDhuskto kedemit tkamn fefepsiiiakii A deensn)iRep u bdigudad dhesia
tepredsan.gzhkamahagung.go.id

=
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Penggugat (termasuk sabh satu bukti yang dibawa dan dperlittatkan

ada'ah)li‘éktbﬁﬁ Mty SMeR ahteaftrabrA d eagr R &p ik h cF§PPesia

3...” biMuBen .JnahRam attard unigagl.id musyawarah tersebut oleh kuasanya Sdr.

'""Tjung Siu Sen telah porkan kepada Penggugat sehingga telah diketahuinya
bahwa terhadap obyek keta telah terbit sertifikat Nomor :—4556/Raban
a.n LIM PO HIAN ;

Kemudian, setelah itu Penggugat pada Tanggal 26 Oktober 2009
telah ngirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang,
Perihal : mohonan Pemblokiran Hak A.n Pr. Um Po Hian yang isinya
menyatakan selaku 1i waris dari BUN THEN MOEI dan TJHONG THAI BUI
merasa atas penerbitan ifikat Nomor : 4556/Roban/2009 a.n Lim Po
Hian. Dengan demikian dasarkan waktu secara kasuistis bahwa
Penggugat telah mengetahui sejak nggal 26 Oktober 2009 obyek
sengketa telah bersertifikat Jika dihitung waktu lai dari Tanggal 26
Oktober 2009 (secara Kasuistis) s/d di ajukannya gugatan nggal 16
Juni 2010 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat ktu

selama 160 hari (8 Bulan) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalii- dalilnya tersebut
Penggugat embuktikannya dengan mengajukan saksi yang bernama ARI
SAKURIANTO,SH ng menerangkan dibawah sumpah ; bahwa Tanggal 23 Maret
2010 sdr,Richard gawai kantor pertanahan Kota singkawang

memberitahukan tanah yang
dang diajukan permohonkan tsb. Telah terbit

Sedangkan untuk mendukung eksepsinya Tergugat Il intervensi

engajukan bukti surat yang diberi tanda T 1l-intervensi 11 (surat
Tanggal 26 ktober 2009) vyaitu ;berupa surat yang diajukan oleh
Penggugat kepada kepada ntor pertanahan kota singkawang perihal;
pemblokiran hak A.n.Pr LIM PO

IAN;

Menimbang, bahwa bukti T Il.inv- 11 tersebut setelah diteliti
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oleh Majelis akim subtansinya adalah agar Tergugat tidak memproses

PemfioRRt B PAT UEEN W kAN PRy PR IR0 bRkt IPid Bin esia
4 ak pMilidan Nx¥iooB akageng.garena dalam isi surat tersebut tidak ada
kalimat yang menyebutkan telah terbit
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£ .

Pyt t . h h .go.id
Lt Meﬁ#n%%%a,mgah\?vgarear lﬁré%tgoli Intervensi di persidangan juga tidak
: dapat
embuktikan melalui bukti- bukti surat maupun  saksi- saksi;

eksepsinya bahwa Jung Siu Sen telah memberitahukan kepada Penggugat

adanya objek sengketa SHM NO.4556 sebelum Tanggal 23 Maret

2010 ;- --

Menimbang, bahwa  berdasarkan uraian pertimbangan  hukum
sebagaimana yang telah dipaparkan diatas Mejelis Hakim
berkesimpulan ; Penggugat dianggap telah  mengetahui  secara

kasuistis adanya obyek sengketa yang merugikan Kkepentingannya
adalah pada Tanggai 23 Maret 2010 vyang kemudian apabila
dihubungkan dengan Tanggal 16 Juni 2010 ketika surat Gugatan
didaftarkan di kepaniteraan PTUN Pontianak adalah terhitung 85
Hari maka masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tesebut diatas
maka ekspsi dari  Tergugat dan Tergugat |l Intervensi  yang
mempersoalkan mengenai Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa adalah

tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il Intervensi yang mempersoalkan
mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan
gugatan a-quo dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum

terhadap obyek gugatan;

Menimbang, bahwa Hak gugat atau legal standing atau legitima
persona standi in judicio menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo./ Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004
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alalpudibefikankdepadguosang.id Naturlijke person) dan Badan Hukum

erdata (recht person) syaratnya adalah merasa kepentingannya
dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, untuk jelasnya dikutip

selengkapnya pasal 53 ayat (1)Undang-Undang Nomor 5
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ahun 1986 jo./ Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai beans :

ng _atau badan_hukum perdata yang merasa dlruglkan ole atu
irektor Putusan MaRkamah %ﬂ Indonesia

J{eputuust%r%aﬁt%a gﬂq%h%%%ara da%at mengajukan gugatan tertulls

epada Pengadilan yang

enang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau

tanpa disertai

ntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan norma yang
rkandung dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo./

ndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi
acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah

"Kepentingan yang dirugikan" oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara;- -------

Menimbang, bahwa konsep "Kepentingan" dalam ilmu hukum merupakan
'Vague norm" sehingga sifatnya kasuistis sekali, lebih-lebih bila
berhadapan dengan obyek sengketa yang berkaitan dengan pembatalan

sertifikat hak milik

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M.
Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi
Negara", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan ke
empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau
badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat)
apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat dengan kerugiannya atau

Kepentingannya;- - --------- - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan bukti P-3= bukti T Il
Intenren5|— 5

EMQETMATTElsesees Weres seveeeressee Hlls Move Boverseees Elleree B

Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan S
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Bahwa tanah vyang telah diterbitkan  Sertipikat Hak Milik

No £5FRERaReR] Plagu same MR Ah Bigetny Restanb lilerinskem esia

tanahtuyangnatifanashbiagusgegoad turun temurun mulai dari  alamarhum

%,

nenek Penggugat yang bernama BONG THEN MOEI. Dan tanah tersebut
telah dikuasai oleh almarhumah Bong Then Moei sejak tahun 1964
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan

Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No.
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2339/BU. Remotion tartan oengan umiran WaSs, L iva

AL BIPER ST PUTC AR MBI DI A g EPRG Rep BN dohesia
,@J, (B'thusgﬁﬁﬂ%%ﬁﬁagungdgaomd Tjong TJhong Phin (Ayah

Penggugat) ;— bahwa sebagian tanah Penggugat yang diperoleh
dari peninggalan orang tuannya yang bernama TJONG SAK LAN dan
TIONG TIJHONG PHIN pada Tanggal 21 Januari 2009 telah terbit
Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556/Roban Tanggal 12 Februari 2009
a.n LIM POHIAN ;- --- ------------- M — --

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim  dapat
menyimpulkan bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a-
guo dikarenakan terdapat hubungan kausal antara surat keputusan
objek sengketa dengan kerugian Penggugat. Dimana Penggugat merasa
dirugikan dengan tidak dapat diproses permohonan penerbitan
sertifikat atas namanya oleh Tergugat dengan alasan sebagaian diatas
tanah Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya
tersebut telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa atas

nama Tergugat |l Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,
eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi yang mempersoalkan
mengenal Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan
gugatan a-quo dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum
terhadap obyek gugatan adalah tidak beralasan secara hukum maka

haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan
Tergugat H Intervensi telah  dinyatakan ditolak  seluruhnya,

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara shbb ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a-quo
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adalah Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban,yang terletak di jalan
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Regi#B1fK fitd&hesia

1A

@fig pu@@%_n‘f&ﬂ@&ﬂﬁ%gﬁﬁlﬂb@W@”g Tengah, Kota Singkawang Tanggal 12
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Februari 2008 atas nano UM PO HIAN,dengan Surat Ukur No. 2399/Roban
@T%“ggalbilﬁemwi PR U AVIRh R Antidh g uhY Republik Indonesia
ZA

B /4 p%%%?%@%%”ﬁi&%é%i alasan- alasan gugatan Penggugat
‘pada pokoknya adalah :

Bahwa, tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik
No.4556/Roban atas nama LIM PO HIAN tersebut adalah merupakan tanah
yang dikuasai secara turun temurun mulai dari alamarhum nenek
Penggugat yang bernama BONG THEN MOEI. Dan tanah tersebut telah
dikuasai oleh almarhumah Bong Then Moei sejak tahun 1964
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan
Barat No. 30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak Pakai No.
2889/BU. dengan luas 3, 2 ha ( vide bukti P-3 = bukti T Ilinv-
5) i--------

Bahwa, Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dapat
diproses permohonan penerbitan sertifikat atas namanya oleh
Tergugat dengan alasan sebagaian diatas tanah Penggugat yang
diperoleh dari peninggalan orang tuanya tersebut telah diterbitkan

surat keputusan objek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak secara
tegas membantah dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yang
berkenaan dengan obyek sengketa diterbitkan diatas sebagian tanah
Penggugat ,.namun Tergugat pada pokoknya hanya mengatakan obyek
sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku vyaitu PP Nomor : 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah jo PERMEN AGRARIA/KBPN NO.3 Tahun 1997
Tentang Peraturan Pelaksana PP NO 24 TH 1997 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah membantah
gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan argumnetasi hukum sbb

Bahwa, dari bukti- bukti yang dimiliki oleh Tergugat Il
Intervensi bahwa TJONG THAI BOEI dan BONG THEN MOEI adalah kakek
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dari Penggugat dimana pada 25 Desember 1948 BONG THEN MOEI (nenek

Pengglgate krenindaal t Lsain. Vicembctam adtel CRIONG Réyd uBTEK (kedeknesia
p ngolgktyananatkapaabadipera®ed dan
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ecamatan singkawang ICabupaten Sambas (dahulu) sekarang di Kelurahan

RobarDkeexdtkthl Biugkasag éedak aalsifigavag Repubiidalndenesia
_;%;jond)%a%ﬁé}hﬁﬁ@ﬂa%ﬂggi&ﬁ) kepada Djong Thian Fui (suami dari

Urn Po Hian/Tergugat 11

tervensi) dengan berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 26
Juli 1967, engan menyerahkan dan memberikan bukti hak kepemilikan
berupa surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Kalbar Nomor
30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29n Juni 1964, Hak Pakai No.
2889/BU ;- - -

Bahwa, dengan beralihnya hak kepemilikan dari DJONG THAI BOEI
(kakek Penggugat) kepada DJONG THIAN FUl (suami dari Tergugat Il
Intervensi) sejak tahun 1967 maka segala benda, tanam tumbuh maupun
bangunan yang berada diatasnya dikuasai oleh Suami Tergugat |l

Intervensi hingga sekarang ini ;

Bahwa, Kemudian di sekitar pada bulan Oktober Tahun 2002 DJONG
THIAN FUI meninggal dunia dan selanjutnya penguasaan tanah yang
dimiliki sejak tahun 1967 telah beralih kepada ahliwarisnya yaitu LIM
PO HIAN / Tergugat Il Intervensi beserta anak-anaknya, kemudian pada
tahuan 2008 oleh Tergugat Il Intervensi diajukanlah permohonan
sertifikat sehingga telah terbit SHM No. 4556/Roban /2009
(sebagian tanah seluas + 1, 4 ha ) sedangkan sisanya tidak

bisa disertifikatkan karena merupakan kawasan lindung ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah  memperhatikan
substansi gugatan Penggugat dan substansi surat jawaban Tergugat
dan surat jawaban Tergugat Il Intervensi maka persolan yang harus

dipecahkan dan dijawab adalah;

Apakah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak
Mink No.
4556/Roban,yang terletak di jalan Baru/Gn.Permai Kelurahan Roban,
Kecamatan
veni nbang, b&ingkperenbiTeagabyr dotke@ihykawapeniTaniggal haR #ehsuhanal2009 atas
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nama LIM
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
RAENRISRAR N K2 BHAY U 9P 1d bukti  T-2 dapat  diketahui  dasar

penerbitan obyek sengketa adalah asal pemberian hak atas tanah

Negara  berdasarkan  Keputusan kepala  kantor pertanahan kota

singkawang
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k mendapatkan hak nail( atas tanah a quo yang ckaguican secara terms

0 S ER (PN PUPAYEN NN A EH A  u g BRED FAHEN R EBRAesia
._@{,keI&qagﬁpméﬂpgmgﬁg@m%_a&_ﬁjngkawang tengah kota singkawang ( bukti

L

= T-5)

Menimbang, bahwa obyek- obyek sengketa diterbitkan oleh tergugat
asal persil pemberian hak milik atas tanah negara, yang dimaksud
dengan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu

hak atas tanah ( vide pasal 1 angka 3 PP Nomor : 24 Tahun 1997 );

Bahwa, sesuai bukti P-3 = T Il inv-5 diatas tanah yang
diterbitkan obyek -obyek sengketa telah ada hak pakai berdasarkan
Surat  Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat No.
30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, Hak pakai No. 2889/BU.
dengan luas 3, 2 ha atas nama BONG THEN MOEI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan salah satu syarat sebelum mengajukan
permohonan hak,pemohon harus menguasai tanah yang dimohon
dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesusai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan
pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 11 juncto pasal 13 ayat
(1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

dapat disimpulkan sebagai berikut

1). Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

2). Permohonan hak milk tersebut memuat Keterangan mengenai
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permohonannya antara lain apabila perorangan nama, umur,
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p keisraRgdkamenggiaig.i®tid /suami dan anaknya yang masih

menjadi tanggungannya.
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Kern an keterangan mengenai tanahnya yang mehputi data yumns uttil

data fisiknya: . .
BirelASH PutasanmvatkamahAgung-Republikindonesia
RSP HRANKERR YR PR B AIaAC ASklakukan pemeriksaan kelengkapan data

yuridis dan data fisiknya;

(4). Setelah mendapatkan pertimbangan dan pendapat dari Kepala
Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim
Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah. Kepala
Kantor pertanahan menerbitkan Kkeputusan pemberian hak milik
atau keputusan penolakan yang disertai dengan  alasan

penolakannya; -

Menimbang, bahwa dalam pengajuan data yuridis ,bahwa LIM PO
HIAN menguasai tanah a quoa sejak Tahun 1979 sampai dengan sekarang
didasarkan dengan adanya surat pernyataan Tanggal 28 Nopember
2008 ( bukti T-4) ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta
hukum sebenarnya Tergugat Il Intervensi menguasai tanah a quo
sejak Tahun 1967 berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 26
Juli 1967 vide bukti P-8=T H i ,-3

Menimbang, bahwa dari seluruh  pertimbangan hukum diatas
dihubungkan dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) juncto
pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim
dapat menyimpulkan bahwa proses penerbitan surat keputusan in lids
terdapat cacad hukum administrasi disebabkan antara lain: adanya
cacat kehendak dari Tergugat Il Intervensi dalam pengajuan permohonan
penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa A quo, dengan
memberikan data yuridis yang tidak benar untuk memperoleh hak

milik atas tanah yang disebabkan ;

1. Tidak diajukannya kwitansi pembelian tanah Tertanggal 26 Juli
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1967 (vide bukti P-8=T Il inv-3) sebagai alas hak dalam
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Keputusan Kepala Inspeksi Agraria  Kalimantan Barat  No.
30/KPHS/TK/1964 Tertanggal 29 Juni 1964, dengan luas 3, 2 ha
atas nama pemegang hak BONG THEN MOEl—

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) jo.
pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum

administratif dalam penerbitan keputusan adalah

P N D L IS R -~ rm oAl

cee Mo NS WE. 011101 MEeee Neoo NEE... Mo iiile

f) kesalahan obyek hak ;----------- o* o0 e00e _ee MINONIND., .......
g) kesalahan jenis hak ;

h)kesalahan perhitungan
luas ;- -----------"---"---“-------------

i) terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;---------

j) data fisik atau data yuridis tidak
benar ;------------“-------- kesalahan lainnya yang
bersifat hukum administrative ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut diatas terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan
surat Keputusan Tata Usaha Negara in lids secara substansial
terdapat Cacat kehendak yang ditimbulkan oleh pemohon hak dengan
cara tidak memberikan data yuridis yang benar dalam memperoleh hak
atas tanah tersebut ,serta terdapat cacat pembuktian data
yuridis dalam hal Tergugat Il Intervensi menguasai tanah A quo yang
terbukti tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan sehingga dalam penerbitannya terdapat
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in littis haruslah dibatalkan karena telah memenuhi !criteria )
@qqcat Dwreltori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4

~ ministivasn . nsEbeyainapandiateksud Pasal 107 pada huruf (h) adalah:
data fisik

n yuridis tidak benar oleh karenanya cukup beralasan hukum surat

keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan dicabut;

Menimbang, bahwa selain proses penerbitan surat keputusan in

litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  proses

penerbitan surat keputusan in litis juga bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang balk vyaitu asas kecermatan,

dimana Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan in litis tidak
meneliti asal usul iriwayat tanahnya dengan
balk ;- ---c--cemnn--

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas
maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk

seluruhnya ;-----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il
Intervensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar

biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta
dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 107 UndangUndang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim
bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat- alat
bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan
namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-
alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Dberkas

perkaranya; ---------
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putusan.mal kamahagung go.id
or 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
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.,.ﬁe_’_raturrﬁnusmm%ikarﬁ\lggaé@ngA_g@irda/KepaIa Badan Pertanahan Nasional

or 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan perundang-

undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat
Hak Milik No. 4556/Roban Tertanggal 12 Februari 2009 atas nama
LIM PO HIAN, yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 nv
(empat betas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan

Surat Ukur No. 2399/Roban Tanggal 13 Januari 2009 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 4556/Roban
Tertanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO HIAN, yang
diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14.335 nt (empat betas ribu
tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.

2399/Roban Tanggal 13 Januari 2009 ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan
penerbitan sertipikat hak milik atas nama HON MIN FONG yang
terletak di jalan Baru/Gn.Permai Keturahan Roban, kecamatan

Singkawang tengah, Kota Singkawang ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 4.205.000,- (empat juta dua ratus lima
ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari RABU Tanggal
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Pani tera Pengganti,
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DirektGi-pHkNEAN WA ARARNSIRS BERH P BRonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya Surat Panggilan : Rp.185.000,-

- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 4.000.000,-

Biaya Materai : Rp. 12.000,-

Rp.
5.000,-

Biava Lens : Re. 3.000.-

Biaya Redaksi

JUMLAH Rp. 4.205.000,-

(Empat juta dua ratus lima ribu rupiah)
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